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Bab 1  

Ringkasan Eksekutif 

1.1 Latar Belakang dan Pendahuluan 

1.1.1 Latar Belakang 

Pemerintah Indonesia telah menetapkan pariwisata sebagai salah satu sektor pertumbuhan 

penting dan menjadikan The Mandalika sebagai proyek strategis nasional tahun 2018. Lebih lanjut, 

melalui PP No 52 tahun 2014, Mandalika telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Kawasan 

Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Proyek ini berlokasi di pantai selatan Pulau Lombok, dan 

termasuk dalam wilayah kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah (Gambar 1-1). PT 

Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau juga dikenal sebagai Indonesia Tourism 

Development Corporation (ITDC) merupakan satu-satunya perusahaan yang bergerak di bidang 

pengembangan kawasan pariwisata di Indonesia dan telah ditugaskan oleh Pemerintah Indonesia 

untuk mengelola The Mandalika.  

Tujuan dari pinjaman Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang dibahas dalam dokumen ini 

adalah untuk menyediakan infrastruktur dasar bagi pengembangan sebagai Daerah Tujuan Wisata 

baru The Mandalika di Pulau Lombok (“Proyek”). Proyek seluas 1.250 Ha ini bertujuan antara lain 

untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan perekonomian masyakat, meningkatkan 

devisa negara, melindungi dan melestarikan budaya lokal, lingkungan hidup dan potensi alam 

setempat.  Meskipun Proyek ini terfokus kepada The Mandalika, diharapkan dampak 

pembangunannya juga memberikan manfaat di wilayah yang lebih luas, menunjang pembangunan 

berkelanjutan, mengurangi kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah khususnya dan Provinsi Nusa 

Tenggara Barat pada umumnya, dan berkontribusi terhadap daya saing pariwisata Indonesia secara 

keseluruhan.   

 

Gambar 1-1 Lokasi Proyek The Mandalika di selatan pulau Lombok 
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1.1.2 Deskripsi Proyek 

The Mandalika diharapkan menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW) baru  di Kabupaten Lombok 

Tengah,  Propinsi NTB  yang memiliki beragam potensi dan daya tarik pilihan bagi wisatawan baik 

yang mencari suasana pantai alami maupun wisata halal, konperensi, pameran, olah raga, budaya 

dan lingkungan hidup. Pengembangan seluruh wilayah The Mandalika direncanakan selesai pada 

tahun 2040 melalui penjualan bertahap sampai dengan kapasitas penuh setara 27.000+ kamar 

hotel maupun fasilitas lainnya. Pembangunan infrastruktur publik pendukung dan penunjang 

kawasan  sedang berjalan dan akan diselesaikan antara tahun 2018 sampai 2026. Fasilitas 

pendanaan untuk Proyek oleh AIIB akan fokus di periode pembangunan tahun 2019 hingga 2023.   

The Mandalika terbagi menjadi dua zona yaitu (1) zona barat yang ditujukan bagi wisatawan kelas 

menengah dan menengah atas dan (2) zona timur yang lebih eksklusif. Akses utama menuju wilayah 

The Mandalika adalah melalui gerbang barat.  Sampai dengan hari ini minat investor untuk 

berinvestasi di The Mandalika cukup tinggi dimana kesepakatan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama 

Pengembangan dan Pemanfaatan Lahan (LUDA) telah ditandatangani investor sekitar 30% dari 

lahan yang dapat disewakan, khususnya di zona barat. Selain Novotel yang sudah beroperasi, saat 

ini sedang dalam tahap pembangunan hotel Pullman, Royal Tulip dan Paramount. Sementara itu 

direncanakan pada tahun 2018 sedang dilakukan persiapan tender untuk menetapkan kontraktor 

bagi perancangan dan pembangunan hotel ClubMed The Mandalika. 

Pasokan Air Bersih: kebutuhan air bersih pada kapasitas puncak diperkirakan sebesar 234 L/detik 

(20.210 m³/hari).  Pasokan air bersih akan berasal dari fasilitas pengolahan air laut menggunakan 

teknologi reverse osmosis (SWRO). Pada saat ini telah berdiri satu fasilitas pengolahan air laut 

dengan kapasitas 34 L/detik (3.000 m³/hari) yang terletak di zona barat yang saat ini masih belum 

beroperasi sampai dengan The Mandalika mulai beroperasi.  

Pengolahan Air Limbah: Air limbah domestik disalurkan melalui jaringan pipa tertutup dan dialirkan 

menggunakan gabungan tenaga gravitasi dan pemompaan menuju Instalasi Pengolahan Air Limbah 

(IPAL) yang terletak di zona barat dan timur dengan kapasitas total sebesar 20.000 m3/hari. Efluen 

IPAL akan memenuhi baku mutu nasional dan digunakan untuk penyiraman taman dan tanaman 

dalam wilayah The Mandalika.  Lumpur dari pengolahan air limbah dibuat menjadi kompos dan 

digunakan untuk pemupukan tanaman.  

Air Penyiram Tanaman: Kebutuhan air penyiram tanaman yang diperkirakan berdasarkan ruang 

hijau seluas 40% dari total luas wilayah The Mandalika adalah sebesar 5 L/m²/hari. Efluen IPAL yang 

telah diproses digunakan ulang menjadi air penyiram tanaman, termasuk lapangan golf seluas 98 

Ha.  

Pengelolaan Limbah Padat : Ketika beroperasi pada kapasitas maksimum The Mandalika 

diperkirakan akan menghasilkan limbah padat sebanyak 385 m³/hari. Fasilitas pengelolaan limbah 

padat seluas 5.000m² akan dibangun di zona timur.  Limbah padat akan dipilah sebagai berikut: 

limbah organik dibuat menjadi kompos dan digunakan untuk pemupukan taman, limbah non-

organik sejauh mungkin akan digunakan-ulang atau didaur-ulang sedangkan sisanya akan diangkut 

ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di luar wilayah The Mandalika. 

Jalan dan Koridor Utilitas: Sampai dengan saat ini di dalam The Mandalika telah dibangun jalan 

sepanjang 4,5 km. Nantinya setelah beroperasi pada kapasitas maksimum, The Mandalika akan 

mempunyai jaringan jalan lokal sepanjang lebih dari 50 km (ROW 7-30 m), jalan pengumpul utama 
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(ROW 40-45 m), jalan penghubung barat-timur (ROW 60 m) dan jalan penghubung ke jalan bypass 

ke bandar udara di masa depan (ROW 90 m).  Berbagai pipa dan kabel utilitas akan disatukan dalam 

suatu koridor yang berada di sisi kiri dan/atau kanan jalan. 

Drainase dan Perlindungan Terhadap Banjir : Ada empat upaya untuk mengatasi ancaman banjir 

yang berasal dari hujan deras ekstrim, luapan air sungai, dan naiknya muka air laut.  Keempat upaya 

tersebut adalah sebagai berikut: bioretensi (untuk mengatasi hujan deras ekstrim); normalisasi 

sungai (untuk mengatasi luapan sungai dan banjir bandang); kolam-kolam retensi di sebelah hulu 

wilayah Mandalika (untuk mengatasi banjir bandang) serta peninggian lahan melalui penimbunan 

tanah di area yang mempunyai elevasi rendah (untuk mengatasi kenaikan muka air laut). Secara 

kolektif upaya-upaya tersebut merupakan sistem perlindungan terpadu terhadap banjir di wilayah 

Mandalika. 

Pasokan Listrik: Diperkirakan kebutuhan listrik di The Mandalika ketika beroperasi pada kapasitas 

maksimum adalah sebesar 265 MVA. Telah ada kesepakatan dengan Perusahaan Listrik Negara 

(PLN) yang akan menyediakan pasokan listrik yang dapat diandalkan bagi seluruh wilayah Proyek.  

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) bertanggungjawab untuk mendistribusikan listrik 

kepada pengguna dalam wilayah The Mandalika. 

Pengelolaan Risiko Bencana: Berikut adalah bahaya yang mempunyai risiko tinggi bagi The 

Mandalika: banjir, gelombang ekstrim, abrasi, gempa bumi, kemarau panjang, tanah longsor dan 

tsunami.  Pembangunan Sistem Peringatan Dini (bekerjasama dengan Badan Meteorologi dan 

Geofisika) dan juga Tempat Pengungsian Sementara dirancang untuk melayani bukan saja para 

wisatawan tetapi juga masyarakat setempat.  

1.2 Rona Awal Lingkungan dan Sosial 

Berdasarkan rona awal lingkungan dan sosial, telah diidentifikasi berbagai reseptor yang peka 

terhadap dampak kegiatan Proyek (Tabel 1-1): 

Tabel 1-1 Reseptor Lingkungan dan Sosial yang Peka terhadap Dampak Kegiatan Proyek 

Reseptor fisik yang peka terhadap dampak kegiatan Proyek  

 Sumur air minum penduduk lokal  

 Sungai, lahan basah, dan biota air tawar  

 Air laut dan ekosistem laut  

 Habitat daratan yang masih tersisa di wilayah Proyek  

 Hutan lindung di sekitar wilayah Proyek 

 Hewan darat yang tinggal di wilayah Proyek  

 Spesies burung yang terancam punah (Christmas Frigatebird, Rainbow Bee-Eater) 

 Wilayah Lindung Laut Regional di Kabupaten Lombok Tengah – Teluk Gerupuk 

 Biota laut (plankton, benthos, ikan, udang, lobster) 

 Cacing laut nyale 

 Penyu laut  

 Ekosistem mangrove  

 Ekosistem terumbu karang 

 Ekosistem lamun  
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Reseptor Sosial Ekonomi Budaya yang peka terhadap dampak kegiatan Proyek  

 Penduduk desa Kuta, Mertak, Sengkol dan Sukadana Villages, khususnya: 

o Perempuan 

o Orang tua 

o Anak-anak 

o Orang miskin 

o Warga berpendidikan rendah atau buta huruf 

o Kaum difabel  

 Masyarakat adat (Sasak) 

 Pekerja Proyek  

 Pengunjung dan wisatawan  

 Dusun yang terkena atau berdekatan dengan proyek pembangunan jalan  

 Situs keramat atau peninggalan budaya 

 Perayaan bau nyale 

1.3 Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial serta Upaya Mitigasi  

1.3.1 Analisis Dampak dan Upaya Mitigasi  

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi kemungkinan terjadinya dampak akibat kegiatan Proyek 

dalam konteks rona awal lingkungan dan sosial.  Kemudian besaran dampak lingkungan dan sosial 

tersebut dipeakirakan dengan asumsi telah dilakukan upaya mitigasi tertentu, sehingga hanya 

merupakan potensi dampak residual.   

Dalam rangka menanggulangi dampak dan risiko lingkungan dan sosial serta menghindari dampak 

residual negatif, Proyek ini mengadopsi hirarki upaya mitigasi dengan urutan prioritas sebagai 

berikut:  (1) Menghindari, (2) Meminimumkan, (3) Menanggulangi, dan (4) Mengompensasi 

(Gambar 1-2). 

 

Gambar 1-2 Hirarki Upaya Mitigasi Dampak 
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1.3.2 Pelingkupan Dampak Penting 

Secara umum, pada tahap operasi, Proyek ini akan menimbulkan banyak dampak lingkungan dan 

sosial yang bersifat positif. Dampak negatif diperkirakan akan terjadi pada tahap konstruksi. Hal ini 

diakibatkan adanya kenaikan risiko lingkungan dan sosial yang secara tipikal berkaitan dengan 

proyek pembangunan infrastruktur seperti pembukaan lahan, kenaikan debit air larian (runoff), 

erosi, sedimentasi, penurunan kualitas air permukaan, kenaikan kebisingan, dampak terhadap biota 

darat dan laut serta dampak sosio-ekonomi dan budaya akibat masuknya pekerja dari luar daerah 

dan perubahan terhadap kehidupan sosial setempat.  Meskipun demikian, dampak yang terkait 

konstruksi ini diharapkan masih akan dapat dikelola dengan baik melalui upaya mitigasi dan 

pemantauan secara aktif serta dengan mengikuti praktek terbaik berstandar internasional 

terutama kerangka kebijakan lingkungan dan sosial AIIB.  Selain itu, dampak pada tahap konstruksi 

diperkirakan berlangsung relatif singkat dan terbatas.   

Pada masa operasi, Proyek diharapkan akan menimbulkan serangkaian dampak positif baik di 

dalam maupun di luar wilayah Proyek. Dengan adanya investasi jumlah besar terkait pengadaan air 

bersih, pengelolaan limbah (padat dan cair), perbaikan infrastruktur masyarakat, penguatan 

lembaga sosial maka diharapkan akan terjadi perbaikan yang antara lain meliputi kualitas air 

permukaan, air tanah dan air air laut dan ujungnya adalah perbaikan secara bermakna kondisi 

lingkungan hidup bagi organisme dan penduduk di wilayah Proyek dan sekitarnya. Demikian juga 

akan timbul keuntungan sosio-ekonomi di sepanjang masa operasi Proyek sebagai akibat dari 

kenaikan peluang kerja dan usaha serta tingkat pendapatan.  Selain itu juga akan ada berbagai 

keuntungan lain seperti meningkatnya layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan dan dukungan 

pada kaum yang rentan. Tabel 1-2 menunjukkan ringkasan dampak kegiatan Proyek yang dievaluasi 

dalam dokumen Environment and Social Impact Assessesment (ESIA) ini.  

Tabel 1-2 Ringkasan Dampak Kegiatan Proyek 

Komponen Lingkungan atau Sosial 

Dampak 

Positif/Negatif 

(+/-) 

Bermakna (SIG)/ 

Tidak Bermakna (ns) 

Tahap Perancangan 

Fisika  + SIG 

Biologi + SIG 

Sosial, ekonomi dan budaya + SIG 

Tahap Konstruksi 

Komponen Fisika 

Kualitas Udara − ns 

Kebisingan − ns 

Kualitas Air Tanah − ns 

Kualitas Air Permukaan − ns 

Kualitas Air Laut − ns 

Komponen Biologi 

Tumbuhan Darat − ns 

Hewan Darat − ns 

Biota Laut − ns 
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Komponen Lingkungan atau Sosial 

Dampak 

Positif/Negatif 

(+/-) 

Bermakna (SIG)/ 

Tidak Bermakna (ns) 

Penyu Laut − ns 

Ekosistem Mangrove − ns 

Ekosistem Terumbu Karang − ns 

Ekosistem Lamun − ns 

Komponen Sosial, Ekonomi dan Budaya 

Persepsi dan Sikap Masyarakat  + SIG 

Pekerjaan,Pendapatan dan Matapencaharian + SIG 

Layanan Ekosistem dan Kesehatan Lingkungan − ns 

Kesehatan Masyarakat, Keselamatan dan Keamanan − ns 

Infrastruktur dan Lalulintas − ns 

Warisan Budaya − ns 

Pemukiman Kembali  − ns 

Masyarakat Adat + SIG 

TAHAP OPERASI 

Komponen Fisika 

Kualitas Udara − ns 

Kebisingan − ns 

Kualitas Air Tanah + SIG 

Kualitas Air Permukaan + SIG 

Kualitas Air Laut + SIG 

Komponen Biologi 

Tumbuhan Darat − ns 

Hewan Darat − ns 

Biota Laut + SIG 

Penyu Laut + SIG 

Ekosistem Mangrove + SIG 

Ekosistem Terumbu Karang + SIG 

Ekosistem Lamun + SIG 

Sosial, Ekonomi dan Budaya 

Persepsi dan Sikap Masyarakat + SIG 

Pekerjaan, Pendapatan dan Peri Kehidupan + SIG 

Layanan Ekosistem dan Kesehatan Lingkungan + SIG 

Kesehatan Masyarakat, Keselamatan dan Keamanan + SIG 

Infrastruktur dan Lalulintas + SIG 

Warisan Budaya + SIG 

Pemukiman Kembali + SIG 

Masyarakat Adat + SIG 

Pembangunan Terimbas (desa sekitar Mandalika) + SIG 
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1.4 Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial 

1.4.1 Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMS) 

Sesuai dengan kebijakan Perusahaan, risiko dan dampak dari kegiatan Proyek diidentifikasi dan 

dievaluasi.  Selanjutnya dikembangkan rencana mitigasi dan pemantauan untuk menghindari atau 

mengurangi dampak negatif, memaksimumkan dampak positif dan meningkatkan kinerja 

lingkungan dan sosial.  Pada intinya, program pengelolaan dan pemantauan dalam ESMS ini 

dibangun dari RKL-RPL yang timbul dari proses Amdal dan melengkapinya dengan memasukkan 

praktek terbaik internasional termasuk baku mutu IFC dan kerangka kebijakan lingkungan AIIB. 

Banyak dari upaya mitigasi lingkungan dan sosial dalam dokumen ini berupa investasi enjinering 

yang diintegrasikan dalam desain Proyek secara keseluruhan, seperti sistem pengumpulan dan 

pengolahan limbah cair dan limbah padat, sistem pengendalian erosi dan banjir terpadu, sistem 

produksi air bersih, rancangan dan konstruksi jalan, pengelolaan taman dan tanaman.    

1.4.2 Tanggungjawab Perangkat Kelembagaan dan Pemangku Kepentingan  

Proyek ini menetapkan, memelihara dan meningkatkan, sesuai keperluan, struktur organisasi 

dengan peran, fungsi dan kewenangan tertentu dalam melaksanakan ESMS. Personel dalam 

struktur organisasi tersebut, termasuk perwakilan manajemen, akan ditetapkan dengan 

tanggungjawab dan kewenangan yang jelas. Tanggungjawab lingkungan dan sosial yang penting 

akan didefinisikan dan dikomunikasikan serta dimengerti bukan saja oleh petugas terkait tetapi juga 

oleh seluruh personel dalam organisasi Proyek.  Dukungan manajemen, sumberdaya manusia dan 

keuangan yang cukup akan diberikan secara terus menerus untuk mencapai kinerja lingkungan dan 

sosial yang efektif termasuk perbaikannya secara berkelanjutan.  

Berikut ini adalah beberapa peran spesifik beserta tanggungjawab utama yang diperlukan dalam 

organisasi pelaksana ESMS: 

 Manajer Konstruksi/Operasi – memastikan penaatan ESMS dalam operasi sehari-hari; 

 Manajer K3LH – memastikan penaatan ESMS secara keseluruhan; 

 Manajer Sekuriti – memastikan penaatan ESMS dalam praktek dan tindakan pengamanan; 

 Manajer Hubungan Eksternal – memastikan pelaksanaan Stakeholder Engagement Plan sesuai 

dengan ESMS; 

 Manajer Sumberdaya Manusia – memastikan penaatan praktek SDM terhadap ESMS; 

 Manajer Rantai Pasok  – memastikan penaatan praktek rantai pasok terhadap ESMS. 

1.4.3 Pengembangan Kapasitas dan Program Pelatihan Masyarakat Setempat  

Sebagai suatu organisasi bertaraf internasional dan sesuai dengan pedoman kerangka kebijakan 

lingkungan dan sosial AIIB,  PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) (ITDC) berkomitmen 

untuk mengembangkan kualitas masyarakat setempat (lokal) dengan menyelenggarakan berbagai 

pelatihan. Untuk itu ITDC akan mengimplementasikan Rencana Pelatihan dan Pengembangan 

Kapasitas sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1-3. 

Tabel 1-3 Rencana Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat  
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Inisiatif Pelatihan Utama 

 ITDC akan mengembangkan dan melaksanakan Rencana Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas 
yang bersifat spesifik terkait dengan Proyek ini. 

 Menetapkan petugas sumberdaya manusia yang secara khusus bertanggungjawab dalam 
melaksanakan Rencana Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas.  

 Menyediakan fasilitas pelatihan bagi pelaksanaan Rencana Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas, 
termasuk ruang kelas, tempat pelatihan di luar ruangan, peralatan dan alat bantu pelatihan.  

 Menyediakan anggaran tahunan yang cukup bagi penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan 
kapasitas secara efektif dan efisien.  

Inisiatif pelatihan dan pengembangan kapasitas yang akan diselenggaran di sepanjang masa operasi 

Proyek dapat dilihat dalam Tabel 1-4. 
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Tabel 1-4 Inisiatif Pelatihan Terencana  

Inisiatif Pelatihan Terencana   

 Pelatihan keterampilan bagi mayarakat setempat, khususnya untuk meningkatkan kesempatan dalam 
mendapatkan pekerjaan; 

 Pelatihan orientasi pekerja baru terkait berbagai kebijakan dan peraturan ITDC, termasuk pelatihan 
bidang Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH); 

 Pelatihan kompetensi kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan risiko dan uraian pekerjaan; 

 Pelatihan lingkungan hidup untuk pekerja yang tugasnya dapat mempengaruhi kinerja pelaksanaan 
program pengelolaan dan pemantauan lingkungan;  

 Pelatihan keselamatan jalan dan lalulintas (misalnya Defensive Driving Training) bagi pekerja Proyek 
khususnya operator kendaraan konstruksi dan kendaraan lainnya sesuai dengan standar dan peraturan 
nasional; 

 Pelatihan tenaga kerja bidang sekuriti dalam hal menerapkan  paksaan serta perilaku yang tepat 
terhadap pekerja serta pemangku kepentingan lain; 

 Pelatihan manajemen untuk personel manajemen Proyek sesuai dengan risiko dan uraian pekerjaan; 

 Pelatihan terkait pemukiman kembali dan memberikan dukungan dalam masa peralihan termasuk 
pelatihan ganti pekerjaan atau pelatihan keterampilan baru serta fasilitasi pemulihan kehidupan di 
tempat yang baru; 

 Pelatihan pengelolaan limbah padat kepada pekerja terkait termasuk penanganan, pemanfaatan dan 
pembuangan limbah berbahaya; 

 Pelibatan dinas atau lembaga kesehatan setempat untuk memberikan pelatihan dan pemberian 
informasi kesehatan masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat dan pekerja Proyek; 

 Pelatihan pelibatan pemangku kepentingan kepada para manajer dan staff terkait; 

 Pelatihan kesadaran budaya termasuk Chance Find Procedure bagi manajer dan pekerja Proyek, 
kontraktor dan sub-kontraktor; 

 Pelatihan tanggap darurat bagi semua pekerja termasuk uji coba kesiapan menghadapi kondisi darurat 
secara berkala dan cukup;  

 Pelatihan Grievance Redress Mechanism  bagi semua pekerja Proyek dan perwakilan masyarakat yang 
terkena dampak kegiatan Proyek. 

1.4.4 Upaya Mitigasi  

Upaya mitigasi dampak kegiatan Proyek terhadap komponen fisika, biologi dan sosial disampaikan 

dalam Tabel 1-5, Tabel 1-6, dan Tabel 1-7. 

Tabel 1-5 Upaya Mitigasi Dampak Terhadap Komponen Fisika 

Komponen: KUALITAS UDARA 

 Memastikan penggunaan kendaraan dan peralatan mesin agar memenuhi baku mutu emisi; 

 Memastikan perawatan kendaraan dan peralatan bermesin dilakukan sesuai dengan jadwal yang 
teratur dan mencukupi; 

 Memilih menggunakan peralatan listrik atau yang dijalankan oleh batere dari pada peralatan  mesin 
berbahan bakar, sejauh memungkinkan;  

 Menjalankan program penyiraman jalan atau lokasi konstruksi secara teratur dan memadai untuk 
mengurangi debu;  

 Melakukan pemantauan kualitas udara setiap triwulan untuk mendokumentasikan tingkat penaatan 
terhadap baku mutu udara ambien atau menentukan langkah perbaikan pengelolaan. Parameter yang 
dipantau adalah: S02, N02, CO, NH3, and TSP (Total Suspended Particulates). 
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Komponen: KEBISINGAN 

 Memastikan penggunaan kendaraan dan peralatan mesin agar memenuhi baku mutu kebisingan; 

 Memastikan perawatan kendaraan dan peralatan mesin dilakukan sesuai dengan jadwal yang teratur 
dan mencukupi; 

 Memilih menggunakan kendaraan ringan atau peralatan ringan dari pada kendaraan berat atau 
peralatan berat, sejauh memungkinkan; 

 Memilih menggunakan kendaraan dan peralatan listrik dari pada kendaraan atau peralatan mesin 
berbahan bakar, sejauh memungkinkan;  

 Mengurangi sejauh mungkin kegiatan konstruksi antara jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi serta 
pada hari libur; 

 Menghindari kegiatan yang menimbulkan kebisingan pada area yang berdekatan dengan hunian 
penduduk sejauh memungkinkan;  

 Melakukan pemantauan kualitas udara setiap triwulan untuk mendokumentasikan tingkat penaatan 
terhadap baku mutu udara ambien atau menentukan langkah perbaikan pengelolaannya. 

Komponen:  KUALITAS AIR TANAH, AIR PERMUKAAN DAN AIR LAUT  

 Membangun dan mengoperasikan perangkap sedimen di wilayah konstruksi untuk menangkap dan 
mengendapkan padatan tersuspensi; 

 Membangun, mengoperasikan dan mengelola sistem drainase;  

 Membangun dan mengoperasikan kolam atau sumur retensi air; 

 Membangun dan mengoperasikan danau tiruan atau kolam besar untuk menyimpan air hujan ; 

 Membangun dan mengoperasikan check dam;  

 Melindungi mulut sungai; 

 Meminimumkan pembersihan lahan dan gangguan terhadap tanah sejauh memungkinkan; 

 Membatasi pengembangan atau pembangunan dalam wilayah hutan sejauh memungkinkan; 

 Melindungi dan mempertahankan mangrove sebagai bagian dari desain Proyek; 

 Memasang dan mengoperasikan dua Instalasi Pengolahan Limbah Cair (IPAL); 

 Merancang dan melaksanakan  sistem pembuangan brine  dari SWRO dengan dampak minimum; 

 Mengelola taman dan tanaman di seluruh area hijau dalam kawasan. 

 

Tabel 1-6 Upaya Mitigasi Dampak Tehadap Komponen Biologi  

Komponen: TUMBUHAN DAN HEWAN DARAT 

 Meminimumkan pembersihan lahan dan gangguan terhadap tumbuhan sejauh mungkin serta tidak 
mengizinkan pembersihan lahan yang tidak benar-benar diperlukan; 

 Melindungi dan melestarikan wilayah habitat kritis sejauh memungkinkan; 

 Melindungi tumbuhan dan habitat yang secara spesifik terasosiasi dengan mulut sungai; 

 Menghindari pembangunan dalam wilayah hutan sejauh memungkinkan;  

 Melindungi dan melestarikan wilayah mangtrove sebagai bagian dari desain Proyek; 

 Menanami kembali area yang sudah dilakukan pembersihan lahan namun tidak jadi digunakan.  Lebih 
disukai jika tanaman yang digunakan adalah dari jenis tanaman asli setempat;   

 Pembuatan taman dan penanaman kembali wilayah hijau akan dilakukan dengan mengutamakan 
spesies tanaman asli setempat; 

 Melarang penggunaan spesies tanaman invasif untuk penanaman ulang; 

 Mengendalikan spesies tanaman invasif, mencabut dan mengelola sejauh mungkin; 
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 Membatasi dan mengendalikan kecepatan kendaraan dan praktek mengemudi di seluruh wilayah kerja 
Proyek;   

 Melarang pekerja, kontraktor dan manajemen Proyek  untuk berburu , mengganggu, menangkap dan 
membunuh hewan di wilayah Proyek oleh para pekerja, kontraktor, dan manajemen Proyek; 

 Meminimumkan dan mengendalikan sumber kebisingan dan cahaya sejauh memungkinkan dengan 
fokus kepada wilayah yang mempunyai nilai habitat; 

 Menghindari kegiatan pada hutan lindung yang bersebelahan dengan Proyek di batas barat 

 Melindungi lahan basah alami dan habitat terkait. 

Komponen:  BIOTA LAUT, PENYU LAUT DAN EKOSISTEM LAUT 

 Melindungi ekosistem laut melalui semua upaya mitigasi dampak kegiatan Proyek terhadap kualitas air 
permukaan dan tumbuhan (seperti yang telah dijelaskan di atas)  terutama karena upaya-upaya 
tersebut mencegah aliran air lumpur dari wilayah Proyek masuk ke dalam laut;  

 Memasukkan upaya perlindungan dan pelestarian mangrove sebagai bagian dari rancangan Proyek; 
Menghindari sejauh mungkin kegiatan konstruksi jalan di kawasan mangrove, namun jika tidak dapat 
dihindari maka Proyek akan memasang gorong-gorong di bawah struktur jalan  sehingga aliran pasang-
surut tetap dapat mencapai kawasan mangrove yang terhalang;  Melakukan pemantauan konstruksi di 
area mangrove untuk mengendalikan dampak; 

 Menghindari atau meminimumkan sejauh mungkin kegiatan konstruksi di area pasir pantai; 

 Melarang sejauh mungkin penggunaan area pasir pantai untuk maksud konstruksi; 

 Melindungi sejauh mungkin zona vegetasi pantai dan menghindari dampak kegiatan Proyek.  

 Meminimumkan sejauh mungkin kebisingan dan cahaya buatan di dekat habitat pasir pantai;   

 Menghindari sejauh mungkin kegiatan konstruksi di habitat pasir pantai selama jam malam (jam 6 sore 
sampai jam 6 pagi); 

 Menghentikan sementara kegiatan konstruksi dan kegiatan lainnya ketika ada penyu sedang bertelur 
di sekitarnya.  Melakukan evaluasi ekologi dari situasi tersebut oleh tenaga profesional yang 
berkompeten;  

 Melarang dan memberikan sangsi tegas bagi pekerja Proyek, termasuk kontraktor dan anggota 
keluarganya, yang ketahuan mengganggu, menangkap, memelihara atau membunuh penyu atau 
mengumpulkan telur penyu untuk dijual, dikonsumsi atau tujuan lain; 

 Melindungi biota laut yang berada dalam wilayah Teluk Gerupuk yang merupakan Kawasan Lindung 
Laut.  

 

Tabel 1-7 Upaya Mitigasi Dampak Sosial, Ekonomi dan Budaya  

Komponen:  PERSEPSI DAN SIKAP MASYARAKAT  

 Memberi penjelasan secara yang efektif tentang kegiatan Proyek sebelum dimulai; 

 Melakukan konsultasi langsung dengan perwakilan masyarakat dan pemerintah setempat;  

 Menyelenggarakan konsultasi publik dengan masyarakat luas termasuk kaum yang rentan seperti 
perempuan, orang tua, difabel, miskin, berpendidikan kurang. 

Komponen: PEKERJAAN, PENDAPATAN DAN KEHIDUPAN  

 Mengutamakan sejauh mungkin pemberian kesempatan kerja kepada masyarakat setempat yang 
memenuhi persyaratan;  

 Memberikan pelatihan agar pekerja Proyek dapat melakukan tugasnya sesuai dengan uraian 
pekerjaan;  

 Memastikan kesepakatan dan situasi kerja terkait Proyek konsisten dengan peraturan dan 
perundangan, peraturan Perusahaan maupun Kesepakatan Kerja Bersama: 
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 Memberikan kepada pekerja Proyek hal-hal sebagai berikut:  

o Perjanjian kerja yang jelas dan tertulis; 

o Pembayaran upah tepat pada waktunya; 

o Waktu istirahat yang cukup; 

o Pemberitahuan pemutusan hubungan kerja dilakukan tidak secara mendadak  sesuai 
kesepakatan kerja; 

o Perlakuan adil berdasar kesempatan yang sama dan tidak diskriminatif;  

o Kesempatan untuk berorganisasi dan melakukan negosiasi secara kolektif;  

o Mekanisme penyampaian komplain yang mudah diakses, dipahami dan transparan sejak 
pengangkatan sebagai karyawan. 

 Mempromosikan pengembangan sosial melalui berbagai upaya sebagai berikut: 

o Meningkatkan kesempatan kerja bagi kaum yang lemah, miskin dan difabel; 

o Menghilangkan penghalang peluang kerja terhadap golongan rentan termasuk perempuan dan 
masyarakat adat. 

 Mempromosikan persamaan gender melalui berbagai upaya sebagai berikut: 

o Mengidentifikasi kesempatan kerja yang bersifat spesifik bagi gender tertentu; 

o Mengidentifikasi risiko dan dampak kesempatan kerja yang bersifat spesifik gender serta 
mengembangkan upaya meminimumkan risiko dan dampak tersebut; 

o Meningkatkan desain Proyek untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi pemberdayaan 
perempuan. 

 Menghindari tenaga kerja di bawah umur dan kerja paksa melalui berbagai upaya sebagai berikut: 

o Tidak mempekerjakan anak di bawah umur 18 tahun, kecuali  memenuhi batasan yang dizinkan 
oleh peraturan dan perundangan nasional maupun daerah; 

o Tidak ada seorangpun pada situasi apapun melakukan kegiatan terkait Proyek secara terpaksa 
atau di bawah ancaman kekuasaan, ancaman atau hukuman, termasuk segala macam kerja wajib 
atau kerja paksa. 

Komponen: KESEHATAN MASYARAKAT, KESELAMATAN DAN KEAMANAN  

 Menyediakan layanan pengelolaan kesehatan secara terpadu pada pekerja dan masyarakat 
setempat terutama kepada ibu dan anak balita melalui pelaksanaan Posyandu atau layanan terkait 
lainnya bekerja sama dengan dinas kesehatan masyarakat;  

 Menanggapi secara proaktif kekuatiran tentang keselamatan dan kesehatan masyarakat melalui 
konsultasi publik yang berkesinambungan;  

 Mengelola Grievance Redress Mechanism (GRM) untuk menanggaapi keluhan dan keprihatinan 
terkait keselamatan dan kesehatan masyarakat;  

 Menanggapi keprihatinan masyarakat setempat terkait keselamatan jalan dan lalulintas dan: 

o Menyelenggarakan Defensive Driving Training (DDT) bagi pengemudi atau operator kendaraan 
dan peralatan Proyek termasuk kontraktor; 

o Menetapkan spesifikasi kendaraan dan peralatan yang menggunakan jalan  yang digunakan 
dalam wilayah Proyek serta menjalankan program perawatan kendaraan dan peralatan yang 
memadai;   

 Mengelola keberadaan tenaga sekuriti dan menjaga kehadirannya untuk memastikan keselamatan 
dan keamanan semua orang yang berada dalam wilayah serta: 

o Menyediakan dan mengoperasikan checkpoints pada gerbang masuk kawasan pariwisata 
Mandalika; 

o Membina hubungan positif dengan masyarakat sekitar, pemerintah dan aparat penegak hukum 
setempat; 

 Mencegah kenaikan risiko keselamatan masyarakat  dengan mewajibkan pekerja sekuriti untuk 
menerapkan prinsip dan prosedur pencegahan bahaya keselamatan selama mereka bertugas; 
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 Mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja konsisten 
dengan peraturan perundangan, Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama; 

 Mengembangkan dan melaksanakan Contractor Safety Management System yang berlaku bagi 
semua kontraktor dan subkontraktor sehingga memberikan perlindungan kesehatan dan 
keselamatan kerja sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan dan perundangan tenaga kerja;    

 Melaksanakan kebijakan dan prosedur sumber daya manusia dalam bentuk Peraturan Perusahaan 
dan Kesepakatan Kerja Bersama sesuai dengan peraturan perundangan; 

 Mendokumentasikan dan melaporkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja; 

 Memastikan Kesiapan Penanggulangan Keadaan Darurat untuk meminimumkan risiko dan 
dampaknya terhadap pekerja Proyek, wisatawan dan masyarakat setempat ketika terjadi keadaan 
darurat.  

Komponen: INFRASTRUTUR JALAN DAN GANGGUAN LALU LINTAS  

 Memastikan kondisi jalan  berada dalam keadaan baik dengan melakukan pemeliharaan secara 
teratur dan cukup; 

 Melakukan peningkatan kondisi jalan untuk mengakomodasi kebutuhan jalan terkait keperluan 
Proyek; 

 Merancang, membangun dan mengembangkan jalan-jalan baru sehingga tercipta jaringan jalan yang 
mencukupi untuk memenuhi kebutuhan lalu lintas di dalam dan di sekitar wilayah Proyek dalam 
beberapa tahun ke depan; 

 Membangun dan merawat semua jalan yang berkaitan dengan Proyek sehingga memenuhi standar 
nasional dan internasional serta menyediakan lebar, permukaan dan bahu jalan untuk memenuhi 
prakiraan kebutuhan lalu lintas;   

 Menugaskan polisi atau petugas sekuriti yang terlatih untuk mengatur lalu lintas di bagian jalan yang 
sering mengalami kepadatan; 

 Memasang rambu-rambu lalu lintas yang diperlukan, khususnya di persimpangan jalan, tanjakan dan 
tempat berisiko lainnya; 

 Mengembangkan tiga rute alternatif untuk menuju wilayah Proyek, yaitu jalur Awang, jalur Selong 
Belanak dan jalur Sengkol.  

Komponen: WARISAN BUDAYA 

 Meminimumkan sejauh mungkin pembersihan lahan dan gangguan terhadap tanah serta tidak 
memberikan izin atas pembersihan lahan yang tidak perlu;  

 Melakukan konsultasi publik secara berkesinambungan dan menyeluruh sebelum kegiatan 
konstruksi dimulai untuk mendapatkan informasi apakah terdapat situs budaya atau peninggalan 
sejarah yang penting sebelum dilakukan pembersihan dan penggalian lahan; 

 Mengevaluasi temuan situs budaya atau peninggalan sejarah yang diidentifikasi oleh penduduk 
setempat sebelum masa konstruksi.  Evaluasi dilakukan di lapangan oleh tenaga profesional yang 
berkompeten untuk menyusun rencana pengelolaan situs atau peninggalan sejarah dalam konteks 
rencana Proyek , termasuk opsi pelestarian dan pengelolaan situs; 

 Menjalankan Chance Find Procedure ketika menemukan situs warisan budaya atau peninggalan 
sejarah ketika sedang dalam proses konstruksi  (penemuan secara kebetulan); 

 Memberikan perhatian khusus pada perayaan Bau Nyale untuk memastikan tradisi budaya yang 
sangat penting ini tetap terjaga dan diselenggarakan secara meriah.  

Komponen: PEMUKIMAN KEMBALI SECARA BUKAN SUKARELA   

Upaya mitigasi dan pengelolaan pemukiman kembali secara bukan sukarela dijelaskan secara 

komprehensif dalam dokumen Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali (RPF).  Berikut adalah upaya 

mitigasi secara sepesifik yang akan dilakukan:  

 Menghindari sejauh mungkin pemukiman kembali secara bukan sukarela dengan jalan 
mempertimbangkan berbagai alternatif lokasi sub-Proyek; 
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 Menaikkan taraf kehidupan masyarakat yang  tergusur atau setidaknya memulihkan kembali taraf 
kehidupan mereka seperti sebelum pemukiman kembali di tempat yang baru;  

 Memperbaiki status sosial ekonomi secara keseluruhan dari kelompok rentan  yang mengalami 
pemukiman kembali; 

 Menyediakan sumberdaya yang cukup untuk memastikan orang-orang yang dimukimkan kembali 
menikmati manfaat dari Proyek;  

 Menjalankan kegiatan pemukiman kembali sebagai program pembangunan berkelanjutan;  

 Mengikuti peraturan dan perundangan terkait pengambilalihan lahan khususnya Undang-Undang 
2/2012 beserta peraturan pelaksanaannya. 

 Tidak memulai konstruksi di suatu lokasi sampai dengan semua isu terkait pengambilalihan lahan 
diselesaikan dengan baik;  

 Menggunakan jasa penilai profesional dan independen untuk melakukan penilaian atas harga tanah 
sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya. 

 Memasukkan komponen fisik dalam penilaian (harga tanah, ruang di atas dan di bawah tanah, 
bangunan, fasilitas pendukung) dan komponen non-fisik (disposal rights, biaya transaksi, kompensasi 
periode tunggu, nilai yang hilang dari sisa lahan, dan kerusakan fisik). 

Kebijakan AIIB terkait pihak yang mengalami dampak akan diberlakukan secara ketat yaitu sebagai 

berikut: 

 Menginformasikan hak dan pilihan yang tersedia bagi mereka; 

 Mendiskusikan dan menawarkan pilihan alternatif pemukiman kembali yang layak; 

 Menyediakan kompensasi secara segera dan efektif atas penggantian nilai aset yang hilang;  

 Menyediakan bantuan untuk pindahan dan tunjangan transportasi;  

 Menyediakan rumah tempat tinggal yang setara dengan tempat tinggal semula; 

 Menawarkan dukungan selama masa transisi setelah terjadi pemindahan tempat tinggal;  

 Memberikan bantuan pengembangan di samping pemberian kompensasi.  

Komponen: MASYARAKAT ADAT 

Upaya mitigasi dan pengelolaan masyarakat adat yang terkena dampak Proyek dijelaskan secara 

komprehensif dalam dokumen Rencana Pengembangan Masyarakat Adat (IPDP).  Berikut ini adalah upaya 

mitigasi spesifik yang akan diberlakukan sesuai dengan IPDP.  

Pengembangan keterampilan dan penghidupan kunci bagi masyarakat adat termasuk: 

 Pembuatan sumur dalam; 

 Pembangunan dan perbaikan jalan; 

 Pelatihan dan pengembangan usaha agroforestry dan tanaman pangan; 

 Pengelolaan dan pengembangan tempat pembibitan tanaman; 

 Pemberian bimbingan pertanian di  lapangan; 

 Pemberian bantuan tautan pemasaran; 

 Pengembangan dan pelatihan usaha peternakan sapi;  

 Program inseminasi buatan ternak sapi;  

 Pengembangan dan pelatihan usaha perikanan; 

 Pelatihan dan pengembangan usaha budidaya ikan dan udang ; 

 Program peningkatan dan perbaikan peralatan usaha perikanan;  

 Program beasiswa pendidikan; 

 Pemberian mainan dan peralatan untuk belajar;  

 Pelatihan keterampilan termasuk tukang kebun, tukang kayu, perawatan kendaraan, tenaga sekuriti, 
usaha homestay, komputer dan bahasa Inggris; 
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 Pembangunan  pusat layanan kesehatan terpadu (Posyandu); 

 Peningkatan program pengelolaan limbah padat;   

 Pendidikan dan bimbingan kesehatan; 

 Bantuan dan bimbingan revitalisasi pasar; 

 Bantuan dan bimbingan memulai usaha; 

 Program bantuan pinjaman untuk usaha mikro; 

 Program peningkatan budaya seperti kerajinan tangan, tarian dan musik tradisional, tenun kain 
tradisional; 

 Program fasilitas dan peralatan olah raga seperti lapangan sepak bola, bola, dan jaring.  

Kegiatan pelatihan bagi masyarakat adat adalah sebagai berikut: 

 Meningkatkan kesadaran terkait pariwisata; 

 Melakukan perjalanan wisata sebagai bagian dari pendidikan; 

 Program budaya dan pameran barang  seni; 

 Pelatihan bahasa asing seperti bahasa Inggris atau Mandarin; 

 Pelatihan industri penginapan; 

 Pelatihan usaha dan pemasaran; 

 Pelatihan keterampilan; 

 Pelatihan pekerja bangunan; 

 Program beasiswa pendidikan. 

Penyusunan IPDP ini didasarkan kepada konsultasi publik dan pemberian informasi yang intensif dan 

berkelanjutan, termasuk Free, Prior, and Informed Consultation.    

Perusahaan telah mengembangkan Grievance Redress Mechanism (GRM) spesifik untuk penduduk 

setempat dan masyarakat adat.   

 

1.4.5 Kerangka Program Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMPF) 

Sebagaimana telah diidentifikasi dalam laporan Gap Analysis yang disusun oleh ESC tahun 2018, 

Amdal tahun 2012 dan Addendum AMDAL tahun 2018 masih belum cukup dalam mengidentifikasi 

dan mengevaluasi isu-isu penting sebagaimana dipersyaratkan dalam kerangka kebijakan 

lingkungan dan sosial AIIB. Masih diperlukan beberapa kajian di masa yang akan datang mengenai 

hal-hal sebagai berikut:  

 Evaluasi habitat kritis daratan;  

 Evaluasi kelimpahan dan keragaman penyu laut;  

 Evaluasi dampak kegiatan Proyek terhadap keanekaragaman hayati;  

 Evaluasi populasi dan kajian siklus kehidupan cacing laut nyale; 

 Evaluasi habitat kritis laut;  

 Evaluasi sumber daya laut dan perikanan;  

 Rencana pengelolaan sumberdaya budaya;  

 Evaluasi metode dan pemilihan lokasi pembuangan air limbah SWRO;  

 Rencana Pengelolaan Mangrove. 
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1.5 Pemantauan dan Evaluasi 

1.5.1  Rencana Pemantauan Lingkungan dan Sosial 

Untuk mendapatkan persetujuan izin lingkungan, suatu proyek yang diperkirakan mempunyai 

dampak signifikan, seperti Proyek Pengembangan Infrastruktur Mandalika ini, dievaluasi 

dampaknya dan dibuatkan rencana pengelolaan dan pemantauan yang sepadan. Selanjutnya 

proponen kegiatan atau usaha perlu melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan 

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta melaporkannya secara berkala.  Rencana pengelolaan 

dan pemantauan lingkungan ditampilkan dalam bentuk matriks sebagai bagian dari Adendum 

Amdal tahun 2018 dan dapat digunakan sebagai daftar periksa pelaksanaan pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan dan sosial.  

1.5.2 Pemantauan dan Evaluasi 

Kerangka kebijakan lingkungan dan sosial AIIB mempersyaratkan agar ITDC menyampaikan laporan 

berkala terkait kinerja lingkungan dan sosial dari Proyek. Hal-hal yang dipersyaratkan secara spesifik 

adalah sebagai berikut:  

 Menyusun, melaksanakan dan memelihara prosedur pemantauan;  

 Memantau tingkat penaatan menggunakan indikator dan ukuran yang spesifik;  

 Membuka informasi terkait hasil pemantauan serta mengidentifikasi tidak perbaikan yang 

diperlukan;  

 Menindaklanjuti tindak perbaikan sampai tuntas; dan  

 Menyampaikan laporan kinerja lingkungan dan sosial secara berkala kepada Bank.  

1.5.3 Ruang Lingkup Pemantauan dan Pelaporan Proyek Ini 

Komponen penting dalam sistem pemantauan dan evaluasi kinerja lingkungan dan sosial adalah 

laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) yang 

disampaikan setiap 6 bulan sekali.  

1.5.3.1 Komponen 1: Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Dasar  

Pembangunan Infrastruktur Dasar dalam Proyek The Mandalika  

Program pemantauan dalam RPL digunakan sebagai dasar sistem pelaporan resmi pada pemerintah 

dan Bank. Pada umumnya program ini melibatkan tim konsultan di lapangan sekitar seminggu 

setiap triwulan untuk melakukan pengambilan sampel udara dan sampel air ambien untuk dikirim 

ke laboratorium, pengukuran kebisingan, pemantauan plankton, benthos, ikan dan invertebrata air 

tawar maupun laut.  Selain itu dilakukan juga survei sosial dan berbagai wawancara. Semua 

kegiatan ini dipersyaratkan dalam izin lingkungan untuk dilaksanakan.  Hasil-hasil pemantauan 

didokumentasikan setiap 6 bulan sekali sebagai laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan 

dan sosial yang diserahkan kepada Pemerintah dan kepada Bank.  
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Perbaikan Infrastruktur Masyarakat Sekitar Proyek 

Perbaikan infrastruktur masyarakat akan dilaksanakan di desa Kuta, Sukadana, Sengkol, dan 

Mertak. Pekerjaan ini dilakukan dengan tetap mengikuti standar lingkungan, kesehatan, 

keselamatan dan sosial yang sama dengan yang diterapkan pada kegiatan Proyek lainnya. Untuk 

itu, semua standar K3LH yang telah dijelaskan sebelumnya dalam dokumen ESIA ini tetap 

diberlakukan, sehingga diperlukan upaya pengelolaan, pemantauan dan evaluasi yang semestinya 

oleh ITDC. 

1.5.3.2 Komponen 2: Bantuan Teknis dan Peningkatan Kapasitas 

Komponen ini menyediakan Bantuan Teknis untuk memperkuat ITDC dalam menjalankan kegiatan 

Proyek dengan standar tinggi, serta memastikan pelaksanaan Proyek dijalankan sesuai dengan 

kesepakatan pemberian pinjaman dan pengelolaan berkelanjutan dalam jangka panjang.  Untuk itu 

akan disediakan dukungan untuk memastikan bahwa Unit Pengelola Proyek mempunyai 

sumberdaya yang cukup untuk mengembangkan kapasitasnya dalam menjalankan pemantauan 

yang dipersyaratkan, dengan menyertakan beberapa sub-komponen sebagai berikut: Dukungan 

Manajemen Proyek, Manajemen Konstruksi, Penciptaan Tautan Ekonomi, dan Pengelolaan dan 

Pemantauan Tujuan Wisata.   

Sebagai prioritas khusus, ITDC akan mengembangkan kemampuan pemantauan yang dapat 

mendukung beberapa kajian penting sebagai berikut: 

 Evaluasi habitat kritis laut terkait terumbu karang dan padang lamun di lepas pantai; 

 Evaluasi ekologi kawasan mangrove khususnya area yang dialokasikan menjadi Mangrove 

Ecopark; 

 Kajian populasi dinamik dari cacing laut nyale; 

 Evaluasi arti penting ekonomi dan keberlanjutan perikanan laut; 

 Evaluasi ekologi penyu laut serta perairan pantai;  

 Evaluasi ekologi lagoon yang terletak di sebelah SWRO dan opsi pembuangan air limbah 

(brine).  

1.5.4  Program Pemantauan Lingkungan dan Sosial Adendum Amdal 

Matriks pemantauan lingkungan dan sosial disusun berdasarkan RPL dan berisi daftar dampak 

lingkungan dan sosial, lokasi pengambilan sampel, parameter yang dipantau, frekuensi 

pemantauan, metode pengumpulan data dan analisis, pelaksana dan pengawas pemantauan.  

Pemantauan dilakukan setiap triwulan di sepanjang masa operasi Proyek. Pelaporan dari semua 

kegiatan pemantauan dan hasil-hasilnya akan disampaikan dua kali dalam setahun.  

 


